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PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Bky

?-‘A)S‘U"‘A)M“mﬁ““

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Bengkayang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,

tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15

Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,
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dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
pada tanggal 09 Oktober 2015 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhidjah
1436 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 09 Oktober
2015;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia
seorang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 2 tahun, saat ini
berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Tergugat
pulang ke rumah orang tuanya, dan Penggugat tetap dirumah orang tua
Penggugat, hingga saat ini;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun perkawinan, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri, Tergugat sering
berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan tidak
pulang hingga beberapa hari, serta Tergugat sering melakukan kekerasan
fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa tahun 2016 terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pulang

malam hari dan bahkan tidak pulang, atas sikap Tergugat yang demikian,
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Penggugat menegurnya. Namun Tergugat tidak mengacuhkannya dan
sebaliknya malah memerahi Pengngugat, sehingga terjadi adu mulut. Hal ini
terjadi berulang-ulang kali;

7. Bahwa awal tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran dimana Tergugat tidak
pulang beberapa hari, kemudian Pengngugat menergunya, tapi Tergugat
malah marah dan membentak Penggugat sambil mengancam, dan bahkan
Tergugat mencekik Penggugat;

8. Bahwa puncak kejadian adalah pada 1 Mei 2017, Tergugat tanpa sebab
meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Sungai
Belangga. Dan sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi
menjeguk Penggugat dan Anak, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah
baik lahir maupun batin, kepada Penggugat demikian juga anak;

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat, untuk
menanyakan kelanjutan rumah tangga. Namun Tergugat hanya
menyerahkan kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai
pekerjaan dan tidak mampu membiayai rumah tangga. Tergugat juga
menyatakan kepada Penggugat, untuk mengurus perceraian;

10.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak
dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik dan

Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat;

11.Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bengkayang Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan menyatakan
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perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta
menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat ( Tergugat) terhadap
Penggugat ( Penggugat);

12.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam

perkara ini, dengan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat ) terhadap
Penggugat ( Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah
untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan
tanggal 21 Pebruari 2018 dan tanggal 8 Maret 2018 Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar

bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil,
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maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 09
Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut;

1. Saksi 1, saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

yang menikah pada tahun 2015;

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun kedua setelah menikah,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas

dan Tergugat juga malas bekerja sehingga utuk mencukupi kebutuhan

Penggugat dan anaknya saksi turut memenuhinya,dan apabila

Penggugat menyuruh Tergugat bekerja Tergugat malah marah kepada
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Penggugat bahkan saksi juga pernah menyuruh Tergugat untuk mencari
pekerjaan namun Tergugat mengatakan tidak ada lowongan pekejaan;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat sendiri pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita istri saksi,
serta permasalahan sampai ditangani ketua RT karena Tergugat pernah
mencekik Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Mei 2017 hingga sekarang;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar
tetap rukun tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak lahir anaknya, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;
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- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas
dan Tergugat juga malas bekerja;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat sendiri pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas
cekikan pada leher Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar
tetap rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan
apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar
Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis
dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan,

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
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orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai
dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
tersebut  dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada

pokoknya adalah bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, rumah tangga
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Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dikarenakan Tergugat
mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri, Tergugat sering berlaku kasar
kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang hingga
beberapa hari, serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap
Penggugat, dan pada awal tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran dimana
Tergugat tidak pulang beberapa hari, kemudian Penggugat menegur Tergugat,
tapi Tergugat malah marah dan membentak Penggugat sambil mengancam,
dan bahkan Tergugat mencekik Penggugat, dan pada 1 Mei 2017 Tergugat
tanpa sebab meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidak datangannya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui
dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat dianggap dengan
sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya
di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya

akan dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tentang perihal peristiwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka
Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai
bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai
suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi
keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah
dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya,

maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 80/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat, keterangan

Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan

dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 9 Oktober 2015 dan selama perkawinan tersebut telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, setelah 1 (satu) tahun perkawinan, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan
sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi pemenuhan hak dan
kewajiban suami istri;

- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga
dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras
ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah
mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
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Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal,
bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan
yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah
dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut
sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar
keduanya terlepas dari percekcokkan dan penderitaan bathin yang
berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang berbunyi :

hadl s e atie auiall | 0
Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada
mencapai kemaslahatan” ;
dan petunjuk syari dalam Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 248 yang diambil
alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
o) 3 azma (Gllay Laa AW (S g 5 0 il jie ) gl An gl A oaldl) (ol la) e a sl 134
Al Al Leilh Lagin ~a¥) e (oLl ae o Lellal g 5 plall

Artinya: “Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan

istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak dapat

lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan
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tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan talak bain kepada
istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116
huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra

Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatunkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018

M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 H. oleh kami Arsyad, S.H.lL
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sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman
Hakim, S.Ag., M.H.l. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.l. sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis, Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. Arsyad, S.H.I.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.-H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp  130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat . Rp  260.000,-
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5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

6. Biaya Redaksi . Rp 5.000,-

Jumlah . Rp 481.000,-
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